Book Chapter AKL- revised

by Elana Era Yusdita

Submission date: 27-Jul-2022 06:39PM (UTC+0700)
Submission ID: 1875795281

File name: Chapter_13_revised_2.pdf (1.68M)
Word count: 1902

Character count: 12175



13

AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR
PUBLIK

Elana Era Yusdita, S.E.,, M.5.A.

If you can't explam it simply, you don't understand it well enough.

— Albert Einstein




13.1 Pendahuluan

Akuntansi keualmn seklor publik untuk instansi pemerintah memiliki
pencatatan unik. Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 tentang Kerangka
Konseptual Akuntansi Pemerintahan, pangakl.mberhasis kas digunakan
untuk transaksi yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran (LRA), sedangkan
pangahmberba*sis akrual digunakan untuk transaksi yang berhubungan
dengan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam laporan operasional (LO).
Sekall transaksi bisa jadi akan melibatkan dua kali pencatatan, yaitu
penjurnalan pada LRA dan LO. Hal ini ditentukan oleh jenis transaksinya.
Jika transaksi tersebul melibatkan realisasi anggaran pada sebuah
nstansi, baik kas masuk maupun keluar, maka transaksi tersebut past
akan dicatat pada LRA. Jika tidak berhubungan dengan realisasi
anggaran, maka cukup dicatat pada LO saja.

Penerapan pencatatan akuntansi unik ini karena pengelolaan
keuangan pada inslansi pemerintahan menurut Permendagri nomor 21
tahun 2011 dimulai dari pergpcanaan. Perencanaan ini secara singkat
adalah proses menentukan: (1) berapa biaya atas rencana-rencana yang
dibuat dan {2) berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang
untuk mendanai rencana nomor 1 (Mardiasmo, 2018). Perbandingan
antara anggaran dan realisasi sumber daya keuangan pemerintah pusat
dan daerah tertuang pada LRA. Struktur anggaran pemerintah pusal dan
daerah disusun berdasarkan Permendagri nomor 21 tahun 2011, sep¥joga
dibutuhkan penyesuaian atau konversi pos pendapatan dan belanja sesuai
g’ nomaor 71 tahun 2010. Ini dikarenakan dasar pencatatan dan
penyusunan laporan keuangan instansi pﬂrmrintaharguﬁai dan daerah
adalah Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Standar Akuntansi
Pemerintahan yang berlaku saat ini ada pada Lampiran PP nomor 71
tahun 2010. Peraturan-peraturan ini dapat diunduh secara gratis untuk
dipelajari lebih lanjut secara mandiri.

Fokus bab ini adalah membahas akuntansi pemerintah daerah.
Siklus pm:atatan keuangan pada pemerintahan daerah dimulai dengan
adanya bukti memorial, surat tanda setoran, setoran perintah pencairan
dana langsung (SP2D-LS) dan diakhiri dengan pembuatan laporan
keuangan (Erlina ef al., 2020). Berkul akan dibahas cara pengakuan,
perhitungan, dan pencalatan untuk transaksi yang lazim terjadi pada
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instansi pemerintah, beserta laporan keuangan instansi pemerintah
daerah.

13.2 Akuntansi pendapatan pada pemerintah daerah

Pendapatan pada pemenntahan daerah dapat diklasifikasikan secara
singkat pada Tabel 13.1. Perbedaan klasifikasi terjadi karena dasar aturan
penyusunan anggaran berbeda dengan aturan pelaporan.

Tabel 13.1 Klasifikkasi pendapatan pemerintah daerah

- Soni TanEEat
1 | Pandapatan asl| Pendapatan asli | Pajak deerah, retribusi dasrsh, hasil
daarakh daerah penpelodasn  kekayaan  desrah  yang

dipisahkan (bagian laba penyertaan pada
BUMD, BUMMN atau parusahaan swasta atau

kalompok usaha masyarakat).
2 | Dana Pendapatar * Dana bagi hasd pajak, dana alokasi umum, |
perimbangan® transfert dana alokas: khusus.

b Pananmaan wang atau  hak  uniuk
manearima uang olah antites pelaporan darl
suaiu entitas pelaporan  lain yang
dewajibkan oleh peraturan  perundang-

| undangan. |
3 | Lain-ladn Lasin-kain Hibah dari pamarintah pusat stau deerah lain,
parndagatan pandapaltsn lembaga swasta dalam negef. kelompok
daarah yang sah daarah yang maupun perorangan masyarakad, lembaga
sah luar negen yang fidak mengikat,
Diana dardrad  dan  pemariniah untuk
ponanganan bencana alam.

Dmna bag hesid paak dan provnel kapada
pemeanintah kebupatan atau kata

Disna penyassaian dan dana Monom) khisus
ying ditatapkan olah pemariniah

Bantean keuangan dad proving atau dan
pamearintah dasmh @nnya

gﬂﬂdapatan-LHA diakui ketika pﬂndapatanahut diterima di
rekening umum negara atau daerah secara tunai. Pendapatan-LO diakui
saat timbul hak atas pendapatan atau adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi. Kedua jenis pendapatan tersebut sama-sama mengukur
pendapatan berdasarkan pendapatan bruto, kecuali tidak dapat diestimasi
atau dianggarkan sebelumnya. Contoh kasus dan pencatatannya adalah
sebagai berikut:
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Pada langgal 5 Mei 2022, Benaahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah
Kofa M menerima pajak hotel sebesar Rp. 10.000.000, -.

5 Mai 2022 Kaos di kas dosah [ Fip. 10000000 - .
] Pendapaian pajak hobel-LO Rp, 10,000,000, |
£ Mei 2022 | Estimas: Perubshan SAL Fp. 10,600,000, - _

Pendagatan pajak holal-LFRA _ Rp.10.000.000,- |

Dapat kita lihat jurnal untuk LO dan LRA sebenarnya mirp.
Pendapatan dibedakan dengan keterangan LO dan LRA, sadangkan akun
“Kas” untuk LRA adalah "Estimasi Perubahan SAL".

13.3 Akuntansi belanja dan beban pada pemerintah daerah

Belanja merupakan istilah dalam LRA, sedangkan beban dipakai dalam
LO. Klasifikasi ringkas pada pemerintahan daerah dapat diklasifikasikan
secara singkat pada Tabel 13.2. Perbedaan klasifikasi terjadi karena dasar
aturan penyusunan angga berbeda dengan aturan pelaporan.

Belanja-LRA diakui saatl terjadi pengeluaran dari rekening kas
umum daerah, sedangkan beban-LO diakui saat kewajiban muncul, ada
nsumsi aset, serta ada penurunan manfaat ekonomi atwutensi jasa
sebesar nilai wajar yang dibayarkan atau akan dibayarkan. Beban bunga.
subsidi, hibah, bantuan sosial, penyisihan piutang, dan transfer diakui
pada PPKD. Beban pegawai dan barang diakui pada SKPD.

Pada tanggal 7 Mei 2022, bendahara pengeluardf) membayar pembelian
50 rim kertas F4 seharga Rp.2.812.500,-, Nilai ini termasuk PPN 11% dan
PPh Pasal 22 sebesar 1,5%.

Pertarna, harus kita hitung unsur PPN dan PPh pasal 22 dari
nominal transaksi tersebut. Jika harga sebelum pajak diberi simbol Y,

maka persamaan yang dapat dibuat adalah:
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2812500 =Y +(11% x ¥Y) + (1.5% x Y)
2812500 =Y +0,11Y + 0,015Y

2.812.500 = 1,125Y
2500000 =¥

Tabel 13.2 Klasifikasi belanja dan beban pemerintah daerah

Belanja oporasi: o
a_ Belanja pegawai a Belanja pegawai 5 E:::Eﬁ:
b, Elllrﬁl:l.l'lﬂli I:. Baelanjm barang d. Baban subsidi
: “"*ml s 3 E’“"E I'“'“ e. Beban hibah
.: BEII.I e ial . Bl {. Beban bantuan
1. Belanja bagi hasil 1 Bantuan sosial wosiel
g. Banhian keuangan
h. Bslanja tak ferduga
Balanja langsung: Belanja modal: g. Baban penyusutan
e " o o bt aset telap atau
b. Belanja barang dan b. Belanja paraiatan dan b
|asa masin '
¢, Belanja modal ¢, Belanja gadung dan
Bangunan
d. Belanja jalan, irigasi, dan
jaringan
‘&, Belanja aset tetap lainnya
1. Bolanja aset linnya
Bolario tak forduga . Boban tak forduge
Translar |. Beban fransfer

Transter atau bagi hasil ke
dosa:

a. Bagi hasil pajak

b. Bagi hasil retribusi

c. Bagl hasil pendapatan
lainnya

O

0

Kedua, unsur PPN dan PPh yang harus dipungut harus dicari
nominalnya. Ketiga, jurnal yang dibuat berturut-turut untuk pembayaran
pembelian kertas itu sendiri, pemungutan pajak atas pembelian kertas,
dan pembayaran bendahara ke negara atas pemungutan pajak.

n is

a s

| damn
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_henal saul pembayaan pambelion beras
_ Laporsn oparasional
T Msi 2027 | Bsfon Bhan habes paka-ATK | Rp.2.B1500.- {
B Hndblrld:i'u'rlp_lrgilﬂ:n | | HF_.E.ME.IH:I_;
Laporpni reafisasianggaren . TS T
T el 2022 | Belang hahan hahis pakai-ATK | __Rp2B12.500, |
| | Eslimas| perubahan SAL | | Rp.2.812 500 -
T Mei 2002 | Kos g bendaharapengeiuaran | Rp 312500,
Utang PPN Rp 275000
| (Rp2500.000 x 11%) R
Utang PPh Pasal 32 Rp 27500,
{Rp.2 500000, x 1,5%])
T Mai 2022
Tidak ada jumal
TMei2022 | Ulang PPN . Rp.275.000,- |
- Kas & bendahara pengefuaran Re 200,
| Laporan realisas angearsn = e — ——
7 Mei 2022
Ticink e jamal

Beberapa transaksi tidak memeriukan pemungutan pajak, misalnya
pada transaksi pembayaran tagihan telepon, air, dan listrik. Contoh di atas
untuk memberikan gambaran penuh tentang transaksi di pemerintah
daerah beserta kewajiban memungut pajak. Nama akun untuk mengakui
pengeluaran pada jurnal LO selalu memakai “Beban®, sedangkan pada
LRA memakai "Belanja”. Prosedur ;:Bnhayaran pada belanja pada SKPD
dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) belanja uang persediaan (UP) atau
pergantian uang (GU) atau tambahan uang (TU), (2) belanja langsung (LS}
yang dikelompokkan menjadi belanja langsung gaji dan belanja langsung
non gaji.

13.4 Akuntansi pembiayaan pada pemerintah daera

Pembiayaan dicatat oleh PPKD. Pembiayaan terdiri dar penerimaan

pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pembiayaan neto, m
penjelasannya ada pada Tabel 13.3. Pembiayaan diukur sesuai nilai
sekarang kas yang diterima atau akan diterima oleh nilai sekarang kas

152 Akontlansi Kevangen Lamjolan




yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan dengan menggunakan mata
uang rupiah. Pencatatan pembiayaan dilakukan pada LO dan LRA.

Tabel 13.3 Macam-macam pembiayaan pada pemerintah daerah

a. Penerimaan a. Penerimaan Pembiayaan
pénjaman kepada pihak ketiga | — Pengeluaran
b. Penjualan ohligasi b. Penyertaan modal Pembiayaan
pemerintah pemeriniah
¢, Hasil privatisasi €. Pembayaran kembali
parusahaan pokok pinjaman
negara/daerah dalam periode tahin
d. Penerimaan anggaran tertentu
kembali pinjaman d. Pembeniukan dana
yang diberikan cadangan
kepada pihak ketiga
. Penjualan Invesiasi
permanen lainnya
f. Pencairan dana
cadangan

Pada 11 Mei 2022, Pemerntah Kota M menerima pinjaman jangka
panjang dari PD Bank Pasar Kota M sebesar Rp.500.000.000.-.

- - . - = = . Sr—
Tanggal uraian [ peet | Keean
AR Cfr Aol
11 Mei 2022 | Kas di kas dasrah Rp 400 000.000, - :
; Kewajiban jangka panjang Rip. 400 000 000, -
| Laporan realises! angparan . o
11 Mai 2022 |_Eslimasi parubahan SAL Rp400000000- | =
| | Penerirmaan perbyaarn- P 4000, (K-
pinjaman |

13.5 Akuntansi persediaan pada Emrlntah daerah

Persediaan merupakan bar yang digunakan dalam kegiatan
operasional pemerintah dan proses produksi, barang dﬁm proses
produksi dan barang untuk disimpan yang diperuntukkan bagi masyarakat.
Persediaan diakui saat ada potensi manfaat ekonomi masa depan yang
dapat diukur secara andal, atau pada saat hak kepemilikan diterima.
Persediaan dinilai sebesar biaya perclehan atau biaya standar produksi
atau nilai wajar. Metode pencatatan diperbolehkan menggunakan
perpelual dan periodik dengan FIFO. Beban persediaan dicatat untuk LO,
sedangkan LRA hanya menampung pencatatan ketika ada pembelian.
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Pada 1 Mei 2022 persediaan pupuk di Diperta Kota M adalah 10 karung
@Rp.100.000,-. Pada tanggal 15 Mei 2022 dibeli 20 karung
@Rp.120.000,-. Pada 20 Mei 2022, 15 karung disalurkan kepada petani.

Parsadman pupul R 1 B0, CH0eD -
( 10xRp, 100,008, -) »
| e 000 -} |
Lisporan operasional - Iks ik atau pencdik |
15 biei 2022 | _Parssdiasn pupuk R 2, 400000, -
| Kas di bendahsra pangalsaran Fp.2. 400, 0, -
— ! {20 kanmg & Ap. 120.000 -
70 el 20322
Ticak adas jurnal
oran realisas ran maupun fsi) |
15 Ml 2022 |_Eealania parssdisan Ap2400000. |
Estimas: perubahan SAL | Fip2.400.000,
20 kw2022
Ticlak acls jurmal

| durnlah nilal pada saat pemEkasan Rip, 1600, D), -

| (nilai persediaan asal + nila = ((10uRp, 100.000,-) + Rp.2 400.000.-)
pambslian} - (jemiah perasdiaan = ((10420-15) 1 Rp. 120,000 -)
akhir a hanga bell lerakhi] = fip. 1. 600,000,

13.6 Akuntansi investasi pada pemerintah daerah

Sesual PSAP nomor 6, metode pencatatan investasi tergantung dari
prosentase kepemiikan dan pengaruh yang dw&. Penjumalan ada di
PPKD. Investasi non permanen terdiri dari (1) pinjaman kepada BUMN,
BUMD, pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, (2) investasi
dalam obligasi atau surat utang negara (SUN), (3) proyek pembangunan,
dan (4) penyert@n modal lainnya misalnya untuk upaya penyelamatan
perekonomian. Investasi permanen terdiri dari: (1) penyertaan modal
pemerintah daerah, dan (2) investasi permanen selain penyertaan modal.
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= 2% maa
e o=@
Slewale milai berub Metoads Piava Flesade P kuimas Mool Fluims
wang ihrealmasiian

FPada 18 Mei 2021, Pemerintah Kota M menginvestasikan dana di BUMD
ABC sebesar Rp.35.000,000,- untuk keperrfkan 50%. Pada 31 Desember
2021, BUMD ABC mengumumkan laba sebesar Rp.10.000.000,- dan
membagikan deviden sebesar Rp.6.000.000,-.

19 o | investas BUMD ABC Ry 35 000,000,-

31 Des 2021 | Ivesiasi BUMD ABC Fip. 5. 000,000,

dipmab&an-LO
I __{S0%xRp. 10,000,000,.] | _—
I Des 2061 H‘-ﬂl:ﬂ ks danvsh Ap, 3000000 -
| Irvreskasi- BUWED ABC Fp3. 000,000, -
; {50%xRtp 6.000.000,)
19 Mei 2021 lvestas:- BUMD ABC. | RoJsoo0o00- |
i D Kaadkadeemh T | g 38i600,000c
31 Ellﬂ 21]?.1 Pﬁtﬂ-_hh‘m Hn_.ﬁ.mlm:l.-
Pradapoian hisd pengeiolaan Fep.5.000.000,-
umﬂﬁdiﬂihm

SRR 10, un-:n 000}
31 Des 2081 | Kas di kas ka Fip.3, 000,000 -

F‘uhlnqLu#m;ﬂ Rp.3.000.000.-

reabisas]
19 Med 2021 | Penpalisaran pembiayasn-inesias i, 35,000,000, -
I_ Estimas! parubanan SAL Rp.35.000.000 -

| 31 Dea 2021

¥ Des 2021 Estimas: porubanan SAL | Rp,3.000.000,- R
Pendapatan hasd pengeialaan Rp. 3. 000, 000, -

13.7 Akuntansi aset tetap pada pemerintah daerah

Jenis aset tetap yang dapat diakui dan cara pengukurannya terdapat pada
Tabel 4. Penjurnalan saat perolehan aset tetap dilakukan dua kali, pada
LO dan LRA. llustrasi jurmal mirip dengan bagian beban dan belanja.
Transaksi aset tetap yang terjadi umumnya mengenai penambahan dan
pengurangan nilai asel.
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Tabel 13.4 Jenis asel letap dan biaya perolehan

Tanah

Harga perolehan atay  pembebasan  tanah, biaya uniuk
mamperoleh hak, biaya pematamgan, pengukuran, penimbunan,
dan kain-lain.

Peralatan dan Mesin

Pembedian, biaya pengangkulan, biaya inslalasi, serla biaya

| langsung lainmya untuk mempercdeh dan mempersiapkan sampal

peralatan dan mesin tersebul siap dipakai.

Gedung dan
bangunan

Harga pembelan atau blaya konstruks], termasuk  biaya
pengurusan IMEB, nolaris, dan pajak.

Jalan, jaringan, dan
instalasi

| Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang

dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi fersebul siap
dipakal,

Aset telap lainnya

Seluruh biaya yang dikeluarkan uniuk memperoleh aset tersebut |

. 5-'_amp-nl siap pakai,

13.8 Akuntansi dana cadangan pada pemerintah daerah

Dana cadangan dibuat untuk memenuhi keperluan dengan dana besar
yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan
dijumal pada saat pembentukan dana cadangan dan saat pencairan
sebesar nilai nominainya cleh PPKD. Kedua kejadian tersebut dicatat
pada LO dan LRA karena melibatkan aliran keluar-masuk kas. Berikut
contoh kasus dana cadangan.

fBda 6 Januari 2022, Pemerintah Kota M membuat dana cadangan
sebesar Rp.1.000.000.000, -,

i A i LT L i 'y =71
8 Jaruar 2022 Diana codangan Rip. 1.000.000.000.- |
i _— 1 Kas o kes daenah { | Rp.1.000.000.000 -
8 Januari 2032 Pengelusran pembiayasan- | Fp.1.000.000.000.- |
. pambaniuken dana catangan [ TR
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Pada 26 Mei 2022, dana cadangan Pemerintah Kota M dicairkan
Rp.400.000.000, - untuk pembangunan pasar.

Laporen reslisssi snggaemn. o .
& Jarisar 2007 Estemasi parubahan SAL Rp.400.000.000.- |

I:L Hak paten atau hak cipta

c. Royahi
d. Perangkat Lunak Kompuler
a. Lisensi
f. Hasil kapan dengan manfaat
|angka panjang
g. Asef idak berwupud lainnya
h. Aset tak berwujud dalam

pengerjaan
Tagihan penjualan angsuran Nilai nominal konirak atau berila acara
penjualan asel yang bersangkutan
dikurangi angsuran yang telah
dibayarkan oleh pegawal ke kas negara
alau dasrah,
Tuntutan gantl rugi Milai nominal dalam surat

tanggung jawab mutlak [SKTJM) uuhh
dikurangl dengan selofan yang telah

dilakukan oleh pegawai yang
barsangkutan ke kas negara.

Kemitaan dengan pihak ketiga Mitai bersih yang tercatat pada saat

a. Bangun, kelola, serah (BKS) perianjian atau nilai wajar pada saat

b. Bangun, sarah, kelola (BSK) parjanjian, dipilih yang paling objoktif

::. Kerja sama pemanfaatan (KSP) | atau paling berdaya uji.

Kas yvang dibatas| penggunaannya Nikal nominal kas vang dmsisihkan atau
ditempatkan pada suatu rekening uniuk
pembiayaan kegiatan yang
membutuhkan dana besar yang tdak
dapat dipenuhl dalam satu tahun
anggaran.

Azt kain-lain Mital tercatal saat aset tersebut
dihenfikan penggunaannya dan
direktasifikasi ki datam aset kain-lain,
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13.9 Akuntansi untuk aset lainnya pada pemerintah daerah

sﬂihasi asel lainnya ada pada Tabel 13.5. Jumnal pengakuan adanya
tagihan penjualan angsuran, ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga.
dan penghentian aset tetap hanya melibatkan LO, tanpa LRA karena tidak
melibatkan aliran keluar-masuk kas. Sedangkan, jurnal perolehan asel tak
berwujud secara tunai melibatkan LO dan LRA.

13.10 Akuntansi knwn&an pada pemerintah daerah

Kewajiban yang ada di pemerintah daerah sesual Permendagri nomor 64
tahun 2013 dapat diklasifikasikan pada Tabel 6. Kewajiban diakui pada
saal pinjaman diterima atau terjadi transaksi, baik dengan atau tanpa
pertukaran, yang berkaitan dan diakui cleh pemerintah. Pencatatan
kewajiban terdiri saat timbulnya kewajiban dan pada saat pembayaran.
Pencatatan pada saat timbul kewajiban tidak melibatkan LRA karena lidak
berkaitan dengan kas keluar.

Tabel 13.6 Klasifikasi utang pemerintah daerah

a. Utang bunga a. Litang perhitungan | @& Utang dalam neger
b. Bagian lancar utang pihak ketiga (PFK) b. Utang luar negeri
jangka panjang b. Pendapatan diterima c. Utang jangka panjang
c. Utang beban di muka lainmya
d, Utang jangka pendek . LHang beban
laiffiya d. Utang jangka pendek
lainnya .

Pada tanggal 15 Mei 2022, CV Indah digunakan jasanya untuk mendekar
utang ruang rapat pendopo Pemerintah Kota M sebesar Kp. 20.000.000,-.
Rencananya fee akan dibayar pada 25 Mei 2022,
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Transaksi tersebut harus dicatat di SKPD karena berhubungan
dengan beban barang dan jasa.

I Jurma snat tmbul Rewighen |
15 Mai 2022 | Beban renovasi | Fp.20,000.000,- | |
Kewajian  kopada ik R 200000 000,
1 _kshiga il ! |
15 Mei 2023
" Tidak adm jurnal
!_.ilndlumtlphtw i
| 25 Mei 2022 Kewajtinn kopada pihak ketga Rp_20.000.000
L ] Kas bondahora pengeluaren | FRp.20.000.000.- |
| 25 Med 2022 Bealunjs tenovasi Rp_20_ 000, 000, -
SILPA Rip 20000000 -

13.11 Laporan keuangan sebagai luaran siklus akuntansi

Menurut PSAP nomor 1, paragraf 14, komponen laporan keuangan
pemerintah daerah terdiri dari gﬂhunga pelaporan kKeuangan dan
anggaran. Luaran siklus akuntansi instansi pemerintah daerah terdiri dari
laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran
lebih {perubahan SAL), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus
kas, laporan perubahan ekuitas, calatan atas laporan keuangan (CaLK).

Bentuk laporan keuangan a'ier}ntah pusat maupun daerah dapat
dilihat pada lampiran Lampiran PP nomor 71 tahun 2010. Perbedaan
anggaran dan realisasi pada LRA diungkapkan dan dijelaskan sebabnya
pada CaLK. Konversi yang dilakukan karmu perbedaan klasifikasi belanja
juga harus diungkapkan pada CalK. Selisih lebih antara realisasi
penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan disebut
SILPA (Sisa Lebih Pembayaran), sedangkan selisih kurang disebut SiKPA
(Sisa Kurang Pembayaran).
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GLOSARIUM

PPKD Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yanf@ljertugas
melaksanakan pengelolaan APED dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

SKPD Satuan kerja perangkat daerah yang terdiri dari sekretariat daerah,
staf-staf ahli, sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Badan-badan, inspektorat
daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung jawab langsung
kepada kepala daerah, kecamatan-kecamatan (atau satuan lainnya yang
selingkat), dan kelurahan atau desa (atau saluan lainnya yang setingkat).
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